
 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
PROVINSI LAMPUNG 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 
NOMOR      TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 
PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati 
wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 
memperoleh persetujuan Bersama; 

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke 

dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan 

prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah 
disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 

tanggal 26 bulan september tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 
Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai 
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

 

 



 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6736); 
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 

Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6736); 

 

 



 
 

 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6793); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
 

 

 



 
 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 

18. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan 

Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 868); 

22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 

23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1687); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 158); 
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 

 



 
 

 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926); 
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 149) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
162/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 1289); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 
2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 4); 
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 

Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Lampung Tengah 
Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 50); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 8 
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kebupaten 

Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 8); 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

dan 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2022. 
 

 

 



 
 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah Kabupaten Lampung Tengah. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh 

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode 
tahun anggaran berkenaan. 

7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 

yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih 
dalam periode tahun anggaran berkenaan. 

8. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada 

tahun-tahun anggaran berikutnya. 

 

Pasal 2 
 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 

semula sebesar Rp.2.742.724.917.603 bertambah sebesar 
Rp.111.766.037.353 sehingga menjadi Rp.2.854.490.954.956, 

dengan rincian sebagai berikut : 

1. Pendapatan Daerah    
Semula     Rp.      2.620.173.320.756 

Bertambah    Rp.           35.791.908.708 

Jumlah setelah perubahan  Rp.      2.655.965.229.464 
2. Belanja Daerah     

Semula      Rp.      2.742.724.917.603 

Bertambah     Rp.         111.766.037.353 
Jumlah setelah perubahan  Rp.      2.854.490.954.956 

3. Pembiayaan Daerah 

a. Penerimaan Pembiayaan   

Semula     Rp.         156.528.918.385 
Bertambah     Rp.           75.974.128.645 

Jumlah setelah perubahan Rp.         232.503.047.030 

b. Pengeluaran Pembiayaan   
Semula    Rp.           33.977.321.538 

Bertambah     Rp.                                  0 

Jumlah setelah perubahan Rp.           33.977.321.538 
Jumlah Pembiayaan netto  Rp.         198.525.725.492 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Setelah perubahan    Rp.                             0,00 



 
 

 

Pasal 3 
 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, bersumber dari : 

a. Pendapatan asli; 
Semula     Rp.         221.122.067.655 

Bertambah     Rp.           33.615.316.955 

Jumlah setelah perubahan  Rp.         254.737.384.610 
b. Pendapatan tranfer; 

Semula     Rp.      2.210.326.915.000 

Berkurang     Rp.          (12.230.587.824) 
Jumlah setelah perubahan  Rp.      2.198.096.327.176 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah; 

Semula     Rp.         188.724.338.101 
Bertambah/berkurang  Rp.           14.407.179.577 

Jumlah setelah perubahan  Rp.         203.131.517.678 

 

Pasal 4 
 

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 

3 huruf a, bersumber dari : 
a. Pajak daerah; 

Semula    Rp.           99.041.177.469 

Bertambah    Rp.           17.655.611.051 
Jumlah setelah perubahan Rp.         116.696.788.520 

 

 
b. Retribusi daerah; 

Semula    Rp.           12.007.175.000 

Bertambah    Rp.                                 0 

Jumlah setelah perubahan Rp.           12.007.175.000 
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; 

Semula    Rp.             7.711.541.564 

Bertambah    Rp.                                 0 
Jumlah setelah perubahan Rp.             7.711.541.564 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

Semula    Rp.          102.362.173.622 
Berkurang    Rp.            15.959.705.904 

Jumlah setelah perubahan Rp.          118.321.879.526 

 
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b, bersumber dari : 

a. Transfer pemerintah pusat; 
Semula     Rp.      2.075.326.915.000 

Berkurang    Rp.          (12.230.587.824) 

Jumlah setelah perubahan Rp.      2.063.096.327.176 

b. Transfer antar daerah; 
Semula    Rp.         135.000.000.000 

Bertambah    Rp.                                 0 

Jumlah setelah perubahan Rp.         135.000.000.000 
 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari : 
 

 

 



 
 

 

a. Pendapatan hibah; 
Semula    Rp.             2.681.838.101 

Bertambah/berkurang  Rp.                                0 

Jumlah setelah perubahan Rp.             2.681.838.101 

b. Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan 
Perundang-undangan; 

Semula    Rp.         186.042.500.000 

Bertambah/berkurang  Rp.           14.407.179.577 
Jumlah setelah perubahan  Rp.         203.131.517.678 

 

Pasal 5 
 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

terdiri atas : 
a. Belanja operasional; 

Semula     Rp.      1.853.135.846.486 

Berkurang    Rp.           66.330.656.562 

Jumlah setelah perubahan  Rp.      1.919.466.503.048 
b. Belanja modal; 

Semula     Rp.         398.657.926.370 

Bertambah    Rp.           39.441.776.086 
Jumlah setelah perubahan  Rp.         438.099.702.456 

c. Belanja tidak terduga; 

Semula     Rp.           15.000.000.000 
Bertambah    Rp.            (3.000.000.000) 

Jumlah setelah perubahan  Rp.           12.000.000.000 

d. Belanja transfer; 
Semula     Rp.         475.931.144.747 

Bertambah    Rp.  8.993.604.705 

Jumlah setelah perubahan  Rp.      484.924.749.452 

 
 

Pasal 6 

 
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf a, terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 
Semula     Rp.      1.164.743.861.667 

Berkurang    Rp.         (18.284.531.784) 

Jumlah setelah perubahan Rp.      1.146.459.329.883 
b. Belanja barang dan jasa; 

Semula    Rp.         574.913.108.727 

Bertambah    Rp.           77.951.075.347 
Jumlah setelah perubahan Rp.         652.864.184.074 

c. Belanja Bunga; 

Semula    Rp.            9.000.000.000 

Berkurang    Rp.                                0 
Jumlah setelah perubahan Rp.            9.000.000.000 

d. Belanja subsidi; 

Semula    Rp.               540.415.000 
Berkurang    Rp.              (409.215.000) 

Jumlah setelah perubahan Rp.               131.200.000 

 
 

 

 



 
 

 

e. Belanja hibah; 
Semula    Rp.        103.513.461.092 

Bertambah    Rp.            1.981.777.999 

Jumlah setelah perubahan Rp.        105.495.239.091 

f. Belanja bantuan sosial; 
Semula    Rp.               425.000.000 

Bertambah    Rp.            5.091.550.000 

Jumlah setelah perubahan Rp.            5.516.550.000 
 

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

b, terdiri atas : 
a. Belanja modal tanah; 

Semula     Rp.             3.000.000.000 

Bertambah    Rp.                                 0 
Jumlah setelah perubahan Rp              3.000.000.000 

b. Belanja modal peralatan dan mesin; 

Semula     Rp.         126.905.042.057 

Bertambah     Rp.           12.735.805.556 
Jumlah setelah perubahan Rp.         139.685.847.613 

c. Belanja modal gedung dan bangunan; 

Semula    Rp.           65.862.684.272 
Bertambah    Rp.           10.377.883.476 

Jumlah setelah perubahan Rp.           76.240.567.748 

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 
Semula    Rp.         201.923.416.041 

Bertambah     Rp.           16.089.587.054 

Jumlah setelah perubahan Rp.         218.013.003.095 
e. Belanja modal aset tetap lainnya; 

Semula    Rp.                921.784.000 

Berkurang    Rp.                238.500.000 

Jumlah setelah perubahan Rp.             1.160.284.000 
 

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : 
Semula     Rp.           15.000.000.000 

Berkurang    Rp.            (3.000.000.000) 

Jumlah setelah perubahan  Rp.           12.000.000.000 
 

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

d, terdiri atas : 
a. Belanja bagi hasil; 

Semula    Rp.            11.104.835.247 

Bertambah    Rp.              1.798.226.705 
Jumlah setelah perubahan Rp.            12.903.061.952 

b. Belanja bantuan keuangan; 
Semula    Rp.          464.826.309.500 

Bertambah    Rp.              7.195.378.000 
Jumlah setelah perubahan Rp.          472.021.687.500 
 

Pasal 7 
 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2, terdiri atas : 
 

 

 



 
 

 

a. Penerimaan pembiayaan; 
Semula     Rp.         156.528.918.385 

Bertambah    Rp.           75.974.128.645 

Jumlah setelah perubahan  Rp          232.503.047.030 

b. Pengeluran pembiayaan; 
Semula     Rp.           33.977.321.538 

Bertambah    Rp.                                 0 

Jumlah setelah perubahan  Rp.           33.977.321.538 
 

Pasal 8 

 
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

7 huruf a, terdiri atas :  

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; 
Semula     Rp.          156.528.918.385 

Bertambah     Rp.            34.953.522.645 

Jumlah setelah perubahan Rp.          191.482.441.030 

b. Penerimaan pinjaman daerah; 
Semula    Rp.                                 0 

Bertambah    Rp.           41.020.606.000 

Jumlah setelah perubahan Rp.           41.020.606.000 
 

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 7 huruf b, terdiri atas : 
a. Penyertaan modal daerah; 

Semula    Rp.             2.961.458.068 

Bertambah    Rp.                                 0 
Jumlah setelah perubahan Rp.             2.961.458.068 

b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 

Semula    Rp.           31.015.863.470 

Bertambah    Rp.                                 0 
Jumlah setelah perubahan Rp.           31.015.863.470 

 

Pasal 9 
 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat 
melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam 

peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2022. 

 
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) 

meliputi : 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial 

dan/atau kejadian luar biasa; 
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 

dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu 
kegiatan pelayanan publik; 

 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi : 

 

 



 
 

 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib; 
c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah 
Daerah dan/atau masyarakat.  

 

Pasal 10 
 

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah 

ini terdiri dari: 

 
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang 

Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Organisasi; 
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis 

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub 
Kegiatan Beserta Keluaran; 

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

Untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi 

Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM; 

7. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan 
Rancangan Perubahan APBD; 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan pada Perubahan RKPD dan 

Perubahan PPAS dengan Rancangan 
Perubahan APBD; 

9. Lampiran IX  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; 
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

dan 
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. 

 

 



 
 

 

Pasal 11 
 

Bupati Lampung Tengah menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 
 

Pasal 12 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 

 
     Ditetapkan di Gunung Sugih 

     pada tanggal                         2022 

 

         BUPATI LAMPUNG TENGAH, 
 

 

 
 

                        MUSA AHMAD 

 
Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal                         2022 

 
        SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 

 

 
 

 

              NIRLAN 
 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2022 NOMOR  ....... 
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, 
PROVINSI LAMPUNG : ...../......../LTG/2022 


